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Abstract

The halal mandatory forces business actors in Papua to carry out halal certification. So far, business actors in Pa-
pua do not know the essence of mandatory halal and its implications. This study aims to examine the mandatory
halal phenomenon that applies to business actors in Papua. Imam Abu Zahrah's sharia maqasid approach serves
to interpret this phenomenon. A qualitative descriptive research method with a phenomenological study approach
was used in this study. Data collection by means of passive participatory observation and exploration of normative
Juridical literature. The results of the study show that mandatory halal is able to have a positive impact on eco-
nomic growth and development in Papua. With mandatory halal, business actors in Papua can increase the exist-
ence of their products, especially for local products in terms of market expansion. From the perspective of Imam
Abu Zahrah's maqashid sharia, the mandatory granting of halal certification fulfills maslahah on three elements.
First, tahdzib al fard in the form of providing education to business people in Papua about the importance of halal
products for consumers. Second, Iqamah Al'Adalah (upholding justice) in the form of the generalization that all
products produced by Muslim or non-Muslim business actors have the right to obtain halal certification. Third,
Jalb Al Maslahah (public interest) in the form of rights for consumers throughout Indonesia that the products con-
sumed from Papua are clearly halal for the benefit.
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Abstrak

Mandatory halal memaksa pelaku usaha di Papua untuk melakukan sertifikasi halal. Sejauh ini, pelaku usaha di Pa-
pua belum mengetahui esensi mandatory halal serta implikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenome-
na mandatori halal yang berlaku bagi pelaku usaha di Papua. Pendekatan maqasid syariah Imam Abu Zahrah ber-
fungsi untuk menginterpretasikan fenomena tersebut. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan
studi fenomenologi digunakan dalam penelitian ini. Pengambilan data dengan jalan observasi partisipatoris pasif
dan ekslporasi kajian literature yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mandatori halal mampu
memberikan dampak kearah yang positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Papua.
Dengan adanya mandatory halal, pelaku usaha di Papua dapat meningkatkan eksistensi produknya terutama untuk
produk lokalnya dalam segi perluasan pasar. Dalam perspektif maqashid syariah Imam Abu Zahrah, pemberian
mandatori sertifikasi halal memenuhi maslahah pada tiga unsur. Pertama, tahdzib al fard berupa memberikan
edukasi kepada pelaku usaha di Papua tentang pentingnya produk halal bagi konsumen. Kedua, Iqamah Al’Adalah
(menegakkan keadilan) berupa penyamarataan bahwa seluruh produk yang diproduksi oleh pelaku usaha muslim
ataupun non muslim berhak untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga, Jalb Al Maslahah (kepentingan umum)
berupa berupa hak bagi konsumen di seluruh Indonesia bahwa produk yang dikonsumsi dari Papua jelas kehala-
lannya untuk kemaslahatan
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PENDAHULUAN

Lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Ja-
minan Produk Halal menjadi wujud perhatian dari
pemerintah untuk memberikan kepastian hukum ter-
hadap perkembangan produk halal di Indonesia.
(Savitri & Putra, 2022) Untuk mempercepat perkem-
bangannya, pemerintah merubah beberapa pasal me-
lalui UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk me-
nyempurnakan undang-undang tersebut dilakukan
dengan membuat Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun
2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan
Produk Halal sebagai aturan pelaksananya. Pasal 4
UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Hal-
al (JPH) menyebutkan bahwa “produk yang masuk,
beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib bersertifikat halal.” Berdasarkan pasal 4 terse-
but, sertifikasi halal merupakan sebuah mandatory
yang diberikan oleh pemerintah bagi seluruh pelaku
usaha di seluruh wilayah Indonesia untuk
mewujudkan industrialisasi halal.

Pelaku usaha di Papua berkewajiban men-
jalankan mandatory halal mengacu pada potensi yang
ada. Tren industrialisasi halal melalui kewajiban ser-
tifikasi halal di Papua dapat dijadikan peluang bagi
pelaku usaha. Banyaknya pelaku usaha yang bergerak
di bidang industri makanan dan minuman dengan
berbagai variasi jenis dapat menjadi peluang perkem-
bangan sektor industri halal di Papua. Sejalan dengan
hal ini Ahmad Skar menyatakan bahwa tren industri
halal bukan sebatas pada area domestic (local) namun
sudah merambah kearah tren bisnis internasional. Na-
mun sampai dengan saat ini, banyak dari pelaku
usaha di Papua yang kurang menyadari pentingnya
produk halal (Said, 2016). Kesadaran halal (halal
awareness) menjadi salah satu penyebabnya. Halal
awareness dalam perspektif pelaku usaha menjadi
perihal terpenting dalam mobilisasi produk halal
(Utami & Genoveva, 2020).

Masalah utama sertifikasi halal di Papua ada-
lah pada awalnya kepengurusan sertifikasi halal dil-
akukan secara voluntary (sukarela), namun saat ini
merupakan suatu mandatory (wajib) (Atma, 2018).
Inilah yang membuat pelaku usaha masih asing
dengan kata “sertifiksi halal”. Sejuah ini pemahaman
pelaku usaha hanya sebatas kewajiban tentang kepen-
gurusan izin usaha (SITU,SIUP,TDI), PIRT, dan
BPOM. Kesadaran akan kewajiban sertifikasi halal
masihlah rendah. Berdasarkan data dari LLPOM
MUI, hanya terdapat 39 pelaku usaha yang sudah
tersertifikasi halal sampai dengan tahun 2019. Faktor-
faktor ini disebabkan karena berubahnya system reg-
ulasi halal, perubahan lembaga penyelenggara sertifi-
kasi halal dan kurangnya literasi kepada masyarakat
(Sukandar, 2020). Kondisi ini banyak dilihat dari
minimnya produk asli dari Papua yang sudah ber-
sertifikasi halal. Pada umumnya produk yang berasal
dari luar daerah Papua yang mendominasi produk
halalnya. Dengan demikian, kajian mengenai

kewajiban sertifikasi halal menjadi suatu hal yang
penting.

Kewajiban sertifikasi halal tidak mengkaitkan
dengan asal agama seseorang. Mandatory halal
menyatakan seluruh produk yang beredar di Indone-
sia mengharuskan untuk bersertifikasi halal seperti
yang tercantum dalam Pasal 4 UU No.33/2014. Tidak
terdapat pengaturan bahwa mandatory halal dikhu-
suskan kepada pelaku usaha muslim. Bahkan banyak
dari pelaku usaha muslim di Papua yang masih belum
mengetahui kewajiban sertifikasi halal. Sejauh ini,
stigma  yang ada dalam pelaku usaha bahwa
kewajiban sertifikasi halal hanya dikhususkan bagi
pemeluk muslimdikarenakan terdapat kata “halal”
dan kewajiban tersebut hanya diperuntukkan bagi pe-
rusahaan besar (Aziza et al., 2020). Sejatinya manda-
tori halal berlaku bagi seluruh produk tanpa pengec-
ualian namun tidak berlaku bagi produk non halal.

Kondisi tersebut menjelaskan konsep Islam

berupa “label halal” bepengaruh terhadap peredaran
produk yang ada di seluruh Indonesia. Islam adalah
agama rahmatan lil ‘alamin, yang diturunkan oleh
Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pe-
doman hidup agar manusia selamat di dunia dan di
akhirat (Rohidin, 2017). Islam sebagai agama univer-
sal, komprehensif (syumuli) yang akan mengikuti
perkembangan zaman selama tidak bergeser dari
tujuan-tujuan agama (maqashid syariah) untuk ke-
maslahatan ummatnya didunia dan akhirat (Yasid,
2004). Sejauh ini pelaku usaha yang ada belum
mengetahui tentang urgensi dan manfaat dari sertifi-
kasi halal. Sejatinya pemberlakukan mandatory halal
mempunyai tujuan yang baik dari aspek maslahah.
Pelaksanaan mandatory halal dari segi tujuan syariah
(magqasid syariah) perlu dikaji lebih mendalam.
Pengkajian ini bertujuan untuk memberikan konsepsi
pentingnya sertifikasi halal terkhusus bagi pelaku
usaha di Papua.
Pendekatan maqasid syariah Abu Zahrah digunakan
untuk menganalisis lebih lanjut pemberlakuan man-
datory halal bagi pelaku UMK di Papua. Meskipun
banyak teori maqasid yang dikonstruksi oleh scholar
muslim lainnya, peneliti berupaya memfokuskan
kajian penelitian pada pada tokoh Abu Zahrah. Teori
magqasid syariah yang dikemukakan oleh Abu Zahrah
sangatlah kompleks dan sangat relevan jika
digunakan sebagai bahan kajian untuk memahami fe-
nomena tertentu. Konstruksi maqasid syariah Abu
Zahrah terdiri tiga kategori terdiri dari tahdzib al fard
(mendidik individu), Igamah Al’Adalah (menegakkan
keadilan), dan Jalb Al Maslahah (mewujudkan ke-
maslahan). Klasifikasi maqasid syariah tersebut di-
jadikan oleh peneliti sebagai analisis untuk
mengungkap makna dibalik mandatory halal di Pa-
pua. Dengan adanya pengkajian mandatory halal da-
lam bingkai maqasid syariah tersebut diharapkan
dapat membantu memberikan analisa betapa pent-
ingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif dengan menganalisa data secara
terperinci secara eksploratif bersumber dari asumsi
inter subjetivitas peneliti (Norman K. Denzin &
Yvonna S. Lincoln, 2009). Verba penelitian yang
digunakan adalah fenomenologis tepatnya fenome-
nologis sosial (Bryan, 2012). Penelitian ini memusat-
kan perhatian pada manka dan pengalaman subjektif
peneliti dengan tujuan menjelaskan objek penelitian
yang dikomunikasikan dalam menangkap fenomena
yang ada. Sumber data diperoleh dari jalan observasi
partisipatoris pasif digunakan oleh peneliti guna
mengamati fenomena mandatory halal di Papua. Ob-
servasi tersebut dilakukan di beberapa pelaku usaha,
LPH LPPOM MUI Provisni Papua, Kementerian
Agama Provinsi Papua, Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua.
Sumber data lainnya berasal dari eksloprasi literatur
dari peraturan perundang-undangan, jurnal, website
dan media yang ada. Teknik pengumpulan dilakukan
dengan jalan obervasi, pengakjian literatur secara ek-
sklusif, dan dokumentasi. Intepretasi data penelitian
menggunakan kolaborasi hasil observasi dengan
kajian normatif yuridis dari liteatur, sehingga hasil
penelitian mengaitkan kontek fenomenologis dengan
hukum positif. Data penelitian yang diperoleh diana-
lisa lebih jauh dengan menggunakan tehnik yang
dikembangkan oleh Miles dan Huberman dimulai
dari data reduction, display data, dan conclusion
drawing (Sugiyono, 2018).

PEMBAHASAN
Magqasid Syariah Abu Zahrah
Abu Zahrah yang dikenal dalam kitab ushul
fighnya menjelaskan secara khusus berkaitan dengan
magqasid syariah. Secara komprehensif Imam Abu
Zahrah telah melakukan konstruksi maqasid syariah
melihat para ushuliyyin berkaitan dengan maslahah
seperti al-Syatibi, al-Ghazali, ibn Qayyim, dan se-
bagainya (Solihin et al., 2019). Abu Zahrah me-
nyebutkan bahwa Islam hadir sebagai rahmat untuk
alam semesta khususnya manusia. Mengacu pada hal
tersebut, hadirnya Islam melalui syariah yang ditetap-
kan bertujuan untuk menyasar tiga kategori, yaitu:
(SYOFYAN, 2017)
1. Tahdhib al-Fard (mendidik individu)
Islam hadir untuk memberikan pengajaran kepada
manusia. Hadirnya syariah sebagia pedoman
hukum bagi manusia untuk mendidikanya men-
jadi lebih baik. Pemberian didikan kearah yang
baik seperti yang Islam ajarakan baik dalam amal
dan perbuatan bagi manusia dapat menghindarkan
pada sesuatu yang buruk pada dirinya (Birton,
2015). Tentunya ibadah menjadi instrument utama
yang mampu mendidik manusia kearah tersebut.
Menguatnya ibadah seseorang akan berimplikasi
positif yang akan mempengaruhi keseluruhan ak-
tivitas kegiatannya sehari-hari menjadi lebih baik,
serta menghindarkan dari segala perbuatan yang
merusak. Dapat dikatan bahwa mendidik invidu
tumpuan dasar tujuan yang hendak dicapai untuk
mencapai kemaslahatan (Sudrajat & Sodiq, 2016).
Sasaran utama mendidik indivudu  guna

menghasilkan nilai norma yang luhur dalam se-
tiap manusia.
2. Iqamah al-Adl (menciptakan keadilan)
Keadilan menjadi salah satu tujuan tertinggi da-
lam Islam. Keadilan yang dimakudkan ditujukan
bagi seluruh baik muslim maupun non muslim.
Secara paragmatis Islam memposisikan keadilan
sebagai tujuan syariah. Ruang lingkup keadilan
mencakup keseluruhan baik berbentuk hukum,
peradilan, muamalah, keadilan social yang me-
nyeluruh. Abu Zahrah berperndapat bahwa keadi-
lan tersebut dapat terwujud dengan adanya
kepedulian sesama yang tertanaman melalui nilai
norma yang baik tertanam dalam jiwa individu
dan masyarakat.
3. Jalb al-Maslahah (mencapai kemaslahatan bagi
seluruh masyarakat)
Ketetapan syariah mengakomodir kemaslahatan
hakiki yang menyangkut maslahah bagi kepent-
ingan umum tidak hanya bagi sebagian orang.
Imam Abu Zahrah dalam bukunya wushul figh
membagi maslahah menjadi tiga bagian: a)
maslahah  yang diwajibkan Allah  berupa
maslahah yang pada dirinya mengandung kemuli-
aan dan menghilangkan mafsadah paling besar, b)
maslahah yang dianjurkan oleh syariah berupa
maslahah untuk  kebaikan hambaNya, c)
maslahah mubah berupa perkara mubah yang tid-
ak terlepas dari kandungan nilai maslahah dan pe-
nolakan kepada mafsadah.(Abdullah & Mardian,
2021)
Magasid syariah dalam framework maslahah ber-
tujuan untuk  mendorong  kebaikan  dan
memproteksi segala bentuk kerusakan. Maslahah
yang hendak dicapai dalam Islam adalah
maslahah  hakiki bukanlah maslahah yang
mengacu pada pengendalian hawa nafsu melain-
kan mencakup kepentingan umum. Hal ini meli-
puti konsep penjagaan kelima unsur penting se-
bagai tujuan syariah seperti memelihara agama,
akal, jiwa, keturunan, dan harta. Konstruksi
magqasid syariah digunakan dalam seluruh bidang
kajian keilmuan dengan memposisikan maslahah
sebagai pondasinya.Hal tersebut bertujuan untuk
memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyara-
kat.
Teori maqasid syariah yang di konstruksi oleh
Imam Abu zaharah secara hirarki membangun pon-
dasi lebih awal dari segi Pendidikan individu menjadi
tujuan eksistensi syariah yang berlaku untuk mem-
berikan implikasi yang besar bagi keseluruhan.
Secara eksplisit konsep maqasid syariah tersebut
memposisikan penguatan pengajaran Islam yang baik
dalam individu untuk membentuk norma dan akan
gambaran peneliti mengenai kontruksi maqasid sya-
riah Imam Abu Zahrah:

&3



Studi Fenomena Mandatory Sertifikasi Halal ....

(Kamaluddin dkk)

Edukasilndividu

(umum/masyarakat)

Gambar 1. Konstruksi Maqasid Syariah Imam Abu
Zahrah

Gambar menunjukkan bahwa mendidik indi-
vidu menjadi fondasi awal konstruksi magqasid syari-
ah. Hadirnya syariah bagi manusia sebagai pedoman
untuk berperilaku yang baik dengan cara beribadah
dan bermuamalah sesuai sesuai tuntunan syariah.
Pendidikan individu bertujuan untuk membentuk nor-
man yang baik dan luhur dalam dirinya. Penguatan
norma yang baik mampu menjadikan seseorang terse-
but berperilaku baik. Individu dengan norma yang
baik menjadi fondasi untuk menciptakan keadilan.
Keadilan dalam menegakkan aturan hukum membu-
tuhkan peran dari eksekutor yaitu individu dengan si-
kap yang baik. Keadilan menjadi salah satu akselera-
tor untuk mewujudkan kemaslahatan. Hadirnya syari-
ah untuk mewujudkan keadilan. Tegaknya keadilan
mampu mewujudkan kesejahteraan bagi ndustryt.

Rekognisi UMK di Papua Terkait Sertifikasi
Halal

Kewajiban sertifikasi halal masing menjadi
sesuatu yang asing bagi pelaku UMK yang di Papua.
Banyak dari pelaku UMK yang ada, masih belum
mengetahui tentang aturan kewajiban sertifikasi halal.
Selain itu pelaku UMK di Papua juga tidak menge-
tahui bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat
halal. Pelaku UMK juga tidak mengetahui ndustr
yang bertugas untuk melakukan pendaftaran sertifi-
kasi halal. Hal ini membuktikan bahwa pelaku UMK
masih belum mengetahui tentang istilah sertifikat hal-
al. Berbagai factor menjadi pemicu keterasingan per-
laku UMK di Papua terkait informasi penting nya ser-
tifikasi halal bagi produk usahanya. Berikut beberapa
pemetaan dari peneliti terkait pemicu permasalahan
tersebut seperti pada Gambar 2:

‘ Rendahnya

stigma Sosialisasi

Religiusitas
Volunteering
Digitalisasi sertifikasi

Halal

\ Harmonisasi
Lembaga

Gambar 2. Rekognisi Sertifikasi Halal UMK di Papua

1. Rendahnya Sosialisasi

Informasi mengenai kewajiban sertifkasi halal
seharusnya sudah dikenal oleh para pelaku UMK di
Papua. Kurangnya informasi dan sosialisasi terhadap
kewajiban sertifikasi halal akan berdampak terhadap
pertumbuhan sektor Industry halal di Papua.

Gambar 3. Bukti Brosur Sosialisasi Kemenag
Provinsi Papua Tahun 2017

Rendahnya sertifikasi halal juga dipengaruhi
oleh kurang masifnya sosialisasi tentang pentingnya
JPH yang dilakukan oleh BPJPH, MUI Kota/
Provinsi, Satgas Halal Provinsi Papua, dan Kementri-
an Agama Provinsi Papua. Sosialisasi akan ber-
pengaruh terhadap penambahan wawasan penge-
tahuan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi
halal. Rendahnya literasi yang disebabkan kurangnya
akses informasi pelaku UMK di Papua tetang pent-
ingnya sertifikasi halal berdampak pada rendahnya
minat sertifikasi halal. Selain itu kurang masifnya so-
sialiasasi yang dilakukan oleh BPJPH membuat ren-
dahnya minat sertifikasi halal. Kewajiban sertifikasi
halal sampai dengan tahun 2024 merupakan bentuk
dari fiksi hukum yang berlaku bagi seluruh pelaku
UMK. Pelaku UMK di Papua dianggap mengetahui
tentang aturan mengenai kewajiban sertifikasi halal.
Ketidaktahuan pelaku UMK di Papua terhadap sertif-
ikasi produk halal tidak akan membuat pelaku usaha
bebas dari tuntutan hukum untuk melakukan sertifi-
kasi halal.

2. Volunteering Sertifikasi Halal

Persepsi yang melekat pada pelaku UMK
masih mengganggap sertifikasi halal bukan menjadi
sebuah kewajiban melainkan keperluan personal. Se-
jauh ini kepengurusan sertifikasi halal masih
dikesampingkan, pelaku usaha cenderung menguta-
makan kepengurusan PIRT (Produk Industri Rumah
Tangga) untuk mendapatkan izin edar produk. Pengu-
rusan sertifikasi halal hanya dilakukan oleh pelaku
usaha dengan skala besar yang akan memasuki pasar
retail. Sedangkan pelaku usaha berskala mikro dan
menengah seakan-akan mengesampingkan penguru-
san sertifikasi halal tersebut. Jika melihat domi-
nasinya di Papua, pelaku usaha yang ada justru
berskala mikro. Pengurusan sertifikasi yang ada han-
ya berlaku bagi pelaku usaha yang menginginkannya
saja. Dapat dikatakan bahwa pengurusan sertifikasi
halal masih dianggap voluntary belum samapi ke
tahap mandatory.
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Transisi mandatory sertifikasi halal baru mulai diber-
lakukan dengan disahkannya PP No0.39/2021. Mes-
kipun jika dilihat secara hirarki peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sejatinya mandatory sertifi-
kasi halal sudah tercantum sejak berlakunya UU
No.33/2014. Pada realisasinya peraturan tersebut ba-
ru dieksekusi pada tahun 2021. Untuk kondisi yang
ada di Papua, mandatory tersebut belum terealisasi
sepenuhnya. Sejauh ini pola transisi tersebut baru
dimulai dengan cara berupaya memberikan sosialisasi
dan memperkuat ekosistem penyelenggara sertifikasi
produk halal di Papua. Upaya tersebut memerlukan
waktu, sebab persepsi yang tertanam dikalangan para
pelaku usaha terkait sertifikasi halal masih bersifat
volunteer.

3. Harmonisasi Lembaga Sertifikasi Halal di Papua

Lembaga sertifikasi halal menjadi pendorong
keberhasilan sertifikasi halal. Harmonisasi masing-
masing lembaga sertifikasi halal berperan siginifikan
untuk memberikan outcome terhadap pertumbuhan
sertifikasi halal di Papua. Lembaga tersebut meliputi
LPH LPOM MUI, Kementerian Agama Provinsi Pa-
pua, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UKM Provinsi Papua, Ketua Komisi Bidang Fatwa
MUI Provinsi Papua. Berbagai lembaga tersebut
membentuk sebuah ekosistem yang berhubungan
akselerasi percepatan program sertifikasi halal di Pa-
pua. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa lem-
baga tersebut masih belum bekerja secara proposion-
al sesuai dengan tugasnya. Justru kewenangan sertifi-
kasi halal secara tidak langsung dibebankan kepada
Kementerian Agama melalui MUI melalaui LPH
LPOM. Sedangkan dalam tingkatan dinas perindus-
trian hanya mengambil peran yang minor. Pelim-
pahan kewenangan mobilisasi sertifikasi sebelum ter-
bitnya PP No0.39/2021 dibebankan sepenuhnya kepa-
da MUI Provinsi Papua.

Disingkonisasi lembaga-lembaga tersebut me-
nyebabkan kurangnya mobilisasi informasi pent-
ingnya sertifikasi halal di Papua. Koordinasi yang
baik ditingkatan lembaga pemerintahan baik Kemen-
terian Agama dan Dinas tingkat Provinsi seharusnya
terjalin. Sebagai dinas yang bertanggung jawab di
tingkatan pelaku usaha, seharusnya Disperindagkop
UMK Provinsi juga turut serta memasifkan kampa-
nye pentingnya program sertifikasi halal. Berlakunya
PP No0.39/2021 membawa transformasi perubahan
kinerja dari lembaga penyelenggara sertifikasi halal
di Papua. Singkronisasi antara Kementerian Agama,
MUI dan Disperindagkop UMK mulai terlihat. Pro-
gram yang disusun dengan target pelaku UMK sudah
mulai dilakukan dengan memberikan program bantu-
an sertifikasi halal gratis bekerja sama dengan Ke-
menterian Agama. Selain itu dinas terkait juga beker-
jasama membentuk satgas halal pada masing-masing
kota dan kabupaten di Papua. Upaya tersebut
digunakan untuk memperbanyak kuantitas pelaku
usaha di Papua yang bersertifikat halal.

4. Digitalisasi

Saat ini proses untuk kepengurusan JPH bagi
para pelaku UMK dilakukan secara elektronik terin-
tegrasi. Kepengurusan sertifikasi halal didaftarkan

melalui situs website resmi ptsp BPJPH yaitu
“ptsp.halal.go.id” yang dapat diakses oleh pelaku
usaha. Seluruh proses yang berkaitan dengan sertifi-
kasi halal baik dari proses pendafataran, pemeriksaan
oleh LPH, fatwa halal dari MUI, dan penerbitan ser-
tifikat dilakukan secara online melalui situs website
“halal.go.id”.  Proses digitalisasi sertifikasi bagi
pelaku UMK di Papua merupakan bentuk transforma-
si kehidupan tradisional dalam bidang teknologi
menuju kehidupan yang modern di Papua. Namun,
keterampilan pengusaan teknologi pelaku UMK di
Papua sangatlah rendah. Sebagian besar pelaku usaha
yang ada masih GAPTEK (Gagap Ilmu Pengetahuan
da teknologi). Penggunaan perangkat elektronik
masih dianggap asing, terutama bagi pelaku usaha
yang sebagian besar bukan dari golongan usia
produktif.

5. Stigma Religiusitas Pelaku Usaha

Sebagian dari pelaku usaha di Papua masih
belum memahami bahwa label halal dapat diperoleh
meskipun pelaku usaha tersebut bukan tergolong be-
ragama muslim. Stigma pelaku usaha masih
menganggap bahwa kewajiban sertifikasi halal hanya
diperuntukkan kepada pemeluk agama muslim. Ban-
yak dari pelaku usaha di Papua yang masih belum
mengetahui manfaat dari tersertifikatnya produk usa-
hanya. Pelaku usaha di Papua tidak hanya didominasi
oleh pelaku usaha muslim, tetapi juga didominasi
oleh non muslim. Pelaku usaha yang ada masih be-
lum menyadari kewajiban sertifikasi halal yang di-
wajibkan bagi seluruh pelaku usaha. Selain itu,
pelaku usaha juga masih belum menyadari dampak
dari pencantuman label halal akan akan memberikan
banyak keuntungan bagi pelaku usaha.

Aturan JPH yang dibuat pemerintah tidak
memetakan bahwa untuk sertifikasi halal dilakukan
oleh muslim. Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang
Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa “produk
yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib bersertifikat halal”. Dari pasal ini
dapat dipahami bahwa sertifikasi halal wajib dil-
akukan bagi seluruh pelaku usaha. (Hasanah et al.,
2021) Menurut analisa peneliti bahwa pemerintah
menyadari bahwa label halal adalah sebuah brand
yang akan menunjang pendapatan pemerintah karena
produk halal lebih fleksibel dan dapat diterima dan
dikonsumsi oleh seluruh kalangan. Pasal tersebut
menganjurkan bahwa tidak hanya umat muslim yang
diwajibkan untuk bersertifikasi halal, melainkan se-

luruh produk yang beredar luas di Indonesia.

Implikasi Mandatory Halal di Papua

Sertifikat halal memegang peranan penting da-
lam menjamin kehalalan produk (Widayat et al.,
2020). Inilah yang menjadi point of center bahwa
sertifikat halal berimplikasi besar terhadap pelaku
usaha untuk mendapatkan pengakuannya. Saat ini,
konsep halal tidak hanya sebatas kebutuhan spirituali-
tas (Ilmiah & Islam, 2021). Produk halal sudah men-
jadi sebuah ketahanan perekonomian usaha dan men-
jadi tren bisnis di tingkat internasional yang sudah
menjadi kebutuhan global (Kamila, 2021). Berbagai
produk di negara belahan dunia sudah mengadopsi
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konsep halal. Negara di Kawasan ASEAN, Uni Ero-
pa, Korea Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Arab
Saudi dan Negara-Negara Teluk, dan di Australia su-
dah mempunyai standar kehalalan produknya (Wajdi
& Susanti, 2021). Meskipun berbagai proses harus di-
lalui untuk mendapatkan sertifikasi halal. Namun hal
ini akan tetap sepadan dengan benefit yang akan
didapatkan, terutama di bidang pemasaran produk.

Mandatory halal di Indonesia sudah dimulai
sejak 2014 namun belum sepenuhnya optimal dan di-
percepat pada tahun 2021. Urgensi tersebut di-
tuangkan dalam penahapan sertifikasi halal dengan
batas sampai dengan 2024 bagi produk makanan, mi-
numan, dan hasil sembelih (Pasal 140 PP
No0.39/2021) (Armiani et al., 2021). Urgensi sertifi-
kasi halal seharusnya suda mulai diperhatikan oleh
para pelaku usaha yang ada di Papua. Hanya sebagian
pelaku usaha di Papua yang bersertifikasi halal. Batas
sertifikasi halal ini seharusnya menjadi reminder
bagi pelaku usaha bahwa sertifikasi halal merupakan
hal yang penting untuk dijalankan. Berbagai peluang
kemudahan sertifkasi halal diberikan oleh pemerintah
seperti: 1) pengajuan secara eletronik, 2) adanya pro-
gram SEHATI (sertifikasi halal gratis), 3) biaya ser-
tifikasi yang murah, 4) akses layanan yang cepat, dan
5) pendampingan dari PPH. Peluang ini seharusnya
diketahui oleh seluruh pelaku usaha di Papua. Meng-
ingat pelaku usaha yang ada didominasi oleh pelaku
usaha di bidang produk olahan makanan dan minu-
man.

Keunggulan utama sertifikasi halal ini
menempatkan unsur kebaikan konsumen sebagai po-
sisi utamanya. Unsur keselamatan konsumen sanga-
tlah diperhatikan untuk memberikan jaminan
kesehatan bagi manusia (Anwar, 2020). Disisi lain
membiasakan makanan produk halal memungkinkan
orang Islam beribadah secara sempurna. Secara kon-
septual dan praktik jaminan keselamatan menjadi pri-
oritas utama bagi manusia. Hal ini diwujudkan me-
lalui sebuah logo halal yang secara simbolis mempu-
nyai makna yang sangat mendalam dan sangat
berdampak besar bagi keselamatan konsumen (Siska
et al., 2020). Kehalalan suatu produk yang ada di In-
donesia diukur dengan adanya pemberian label yang
sah dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Saat ini
penyelenggaraannya dialihkan tugaskan kepada lem-
baga kusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan
Produk Halal (BPJPH). Sertifikat halal menjadi bukti
kehalalan suatu produk.

Sudah menjadi kewajiban dan hak manusia
untuk mengkonsumsi produk halal. Penegasan
produk halal di Indonesia ditekankan bahwa yang
dapat dikatakan sebagai produk halal adalah produk
yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat.
Keunggulan produk halal adalah jaminan higenisitas
dan keamanan produk untuk dikonsumsi oleh kon-
sumen. Label halal sangat berpengaruh terhadap min-
at daya beli konsumen, yang terbukti mampu mening-
katkan  profit ~dan  kepercayaan  konsumen
(Faturohman, 2020). Setiap muslim berhak untuk me-
mastikan kehalalan terhadap produk yang akan
dikonsumsinya (Aprilia & Priantina, 2022). Tidak di-
perbolehkan bagi muslim untuk mengkonsumsi yang
tidak halal sebelum mengetahui status kehalalannya.

Status kehalalan mampu menjamin konsumen untuk
mendapatkan konsumsi yang baik melalui produk
yang halal. Tentunya produk halal tersebut dibuk-
tikan legalitasnya dengan adanya bukti otentik sertifi-
kasi halal yang diberikan BPJPH (Suyudi et al.,
2019).

Pemahaman pelaku usaha di Papua terhadap
sertifikasi halal hanya sebatas pada produk makanan
dan minuman. Jika melihat lebih jauh, seluruh produk
seperti obat-obatan, pariwisata, perhotelan, platform,
kosmetik dan seluruh barang yang berada di Indone-
sia diwajibkan untuk bersertifikat halal. Sejatinya Pa-
pua mempunyai potensi dalam perihal tersebut,
berbagai produk local seperti produk makanan, minu-
man, obat-obatan dan sektor pariwisata mendominasi
jumlahnya. Inilah yang seharusnya menjadi pasar hal-
al yang potensial jika diketahui oleh pelaku usaha di
Papua. Dengan adanya sertifikasi halal akan mem-
bantu mengembangkan pasar pemasaran produknya
di seluruh Indonesia bahkan sampai di sektor ekspor.
Semakin banyaknya produk bersertifikat halal di Pa-
pua membantu memberikan branding halal yang
aman dan baik untuk dikonsumsi

Mandatory Halal di Papua Dalam Perspektif-
Magqasid Syariah Imam Abu Zahrah

Ajaran Islam sangat mengutamakan tentang
kebaikan dan kebersihan dalam berbagai aspek. Islam
memprioritaskan kesehatan baik yang bersifat lahir
dan batin bagi manusia sebagai bentuk kebahagiaan
(Husin, 2014). Seluruh aspek kehidupan diatur dalam
Islam, yang didalamnya menjelaskan solusi permasa-
lahan yang sedang dihadapi manusia melalui hukum
Islam. Secara umum tujuan dari hukum Islam adalah
kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat
dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat
dan mencegah dan menolak yang mudharat (Gibtiah,
2016). Aturan dalam syariat Islam tentang kebersihan
salah satunya dalam perihal makanan atau barang dan
penggunaanya. Islam memerintahkan kepada manu-
sia untuk memakan dan menggunakan bahan-bahan
yang baik, suci, dan bersih. Kondisi inilah yang men-
jadi dasar pentingnya sertifikasi halal untuk menjaga
kemaslahatan manusia dengan menyediakan produk
yang halal untuk dikonsumsi.

Mandatory halal sesuai dengan perintah Allah
SWT dalam Q.S Al-Bagarah 168 dan regulasi ke-
bijakan dari pemerintah yang sejatinya terdapat
tujuan di dalamnya bagi pelaku usaha di Papua
(Salam & Makhtum, 2022). Tujuan dari mandatory
dapat dianlisa dengan menggunakan indicator tujuan
syariah  (magasid  syariah). Magqasid syariah
digunakan sebagai gerbang awal untuk sebagai per-
wujudan sebuah indicator agar Islam sebagai agama
mampu memberikan kemaslahatan. Konsep maqasid
syariah  menegaskan bahwa Islam hadir untuk
mewujudkan pemeliharaan manusia untuk kebaikann-
ya baik di dunia maupun diakhirat (Musolli, 2018).
Ibn Ashur menyatakan bahwa maqgasid syariah meru-
pakan nilai-nilai universalitas islam (moderasi, toler-
an, holistic) yang terkandung dalam keseluruhan sya-
riah baik yang bersifat terperinci atau global (Izza,
2018). Al-Ghazali (dalam Musolli, 2018) mem-
berikan gambaran teori Maqasid Syariah yang ber-
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tumpu pada lima pokok kemaslahatan; hifz al-din
(kemaslahatan agama), hifz al-nafs (kemaslahan ji-
wa), hifz al aql (kemaslahatan akal). hifz al nasl
(kemaslahatan keturunan), hifz al-mal (kemaslahatan
harta). Dalam tingkatannya mempunyai klasifikasi
tersendiri, Imam al-Syatibi (Nijal & Ningsih, 2019)
mengungkapkan bahwa tingkat pertama adalah kebu-
tuhan primer (dharuriyyat), kebutuhan sekunder
(hajjiat), dan kebutuhan tersier (fahsiniyyat). Se-
dangkan berfokus pada maqasid syariah Imam Abu
Zahrah membagi maqasid menjadi tiga tingkatan:
tahdib al-Fard (mendidik individu), igamah al-adl
(menegakkan keadilan),  jald al-maslahah
(kemaslahatan).

Mandatory halal bagi seluruh pelaku usaha
merupakan bentuk kebutuhan dharuriyyat (primer)
bagi seluruh manusia. Kebutuhan dharuriyat adalah
tingkat kebutuhan yang bersifat pokok. Apabila kebu-
tuhan tersebut tidak terpenuhi akan mengancam
keselamatan manusia baik di dunia maupun diakhirat.
Imam al-Syatibi (dalam Khilm, 2018) menjelaskan
bahwa yang termasuk dalam kebutuhan dharuriyat
meliputi memelihara agama, memelihara jiwa, me-
melihara akal, memelihara kehormatan dan ke-
turunan, serta memelihara harta. Mandaory halal se-
bagai kebutuhan pokok mampu menghindarkan
manusia dari mengkonsumsi produk yang mengan-
dung unsur yang diharamkan. Mandatory halal mam-
pu menjadi legitimasi bahwa produk atau jasa yang
digunakan oleh manusia dapat dipastikan kehala-
lannya. Mandatory halal mampu memberikan im-
plikasi positif dengan beredarnya seluruh produk
yang bersertifikat halal, sehingga aman untuk dikon-
sumsi atau digunakan. Inilah yang menjadi alasan
utama mengapa mandatory halal menjadi kebutuhan
dasar manusia.

Jika dianalisa lebih lanjut dari perspekti Magqasid
Syariah Imam Abu Zahrah, tentunya mandatory halal
yang diberlakukan di Papua mampu memberikan
impikasi di berbagai ranah. Komplekasitas dari segi
aspek kemaslahatannya dapat dilihat secara kompre-
hensif melalui konsep maqasid syariah yang dikon-
struksi oleh Imam Abu Zahrah. Pengkajian mandory
halal di Papua dalam perspektif maqasid syariah
Imam Abu Zahrah bertujuan untuk memberikan
analogi bahwa konsep halal dalam Islam dapat
mendatangkan kemaslahatan. Selain itu adanya man-
datory halal sebagai bentuk dakwah demi kemajuan
perekonomian ummat dengan nilai-nilai Islam. Beri-
kut adalah analisa mandatory halal bagi pelaku usaha
di Papua mengacu pada konstruksi lamm Abu Zahrah

1. Tahdib al-Fard (mendidik Individu).
Mandatory halal menjadi rules action bagi pelaku
usaha untuk menjadi sebuah pertimbangan bahwa
sertifikasi halal merupakan kebutuhan primer.
Pemberlakuan mandatory halal bagi seluruh
pelaku usaha memaksa untuk bertransformasi
menjadi produsen yang taat akan hukum baik dari
segi syariah ataupun undang-undang yang berla-
ku. tanpa disadari kondisi tersebut sejatinya men-
didik para pelaku usaha untuk peduli terhadap
pentingnya sertifikasi halal. Aturan yang ditetap-
kan pemerintah mendukung eksistensi pentingnya

penyediaan produk halal bagi konsumen dari pro-
dusen. Tentunya mandatory halal mendidik pro-
dusen untuk senantiasa memberikan produk yang
halal untuk di konsumsi.

Jika menganalisa lebih mendalam, mandato-
ry halal sejatinya mendidik para stakeholder yang
terlibat dalam ekosistem sertifkasi halal. Lembaga
ditingkat kementerian dan dinas Provinsi secara
tidak sadar juga turut terlibat untuk memberikan
kontribusinya guna meningkatkan angka sertifikasi
halal. Lembaga tersebut terikat PP No0.39/2021
yang memaksa lembaga-lembaga tersebut turut
berperan aktif untuk mengedukasi para pelaku
usaha. Implikasinya, mandatory halal mampu
menodorong pelaku usaha untuk berusaha mening-
katkan standar produk usahanya agar memapu
memenuhi kriteria halal melalui sertifikasi halal.
Manfaat lain diberikan dengan adanya peluang un-
tuk survive dalam persaingan usaha dengan cara
mengembangkan ekspor pasar. Peningkatan value
pemasaran tidak dapat dipungkiri bahwa produk
halal Papua mampu menembus pasar tidak hanya
regional melainkan dalam cakupan global. Hal ter-
sebut tentunya mampu diwujudkan dengan ko-
laborasi para lembaga selaku regulator dan pelaku
usaha selaku produsen.

2. lagamah al-Adl (mengakkan keadilan)

Setelah tercapainya kesadaran dari para pelaku
usaha untuk melakukan pengurusan sertifikasi
halal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesadaran
tersebut merupakan salah satu bentuk ketaatan
pelaku usaha melihat kondisi mandatory halal
yang menjeratnya. Tentunya keadilan bagi kese-
luruhan pelaku usaha dapat terwujud melalui
aturan tersebut. Mandatory halal berlaku bagi se-
luruh pelaku usaha yang menginginkan produknya
beredar luas di Indonesia ataupun di luar negeri.
Tanpa melihat status agama dari pelaku usaha ter-
sebut, dalam artian sertifikasi halal tidak hanya
berlaku bagi pelaku usaha beragama muslim. Hal
ini sangatlah berperan penting bagi pertumbuhan
ekosistem industri halal di Papua. Mengingat dae-
rah Papua kondisnya majemuk dengan proporsi
seimbang antara pemeluk agama muslim dan non
muslim. Dominasi pelaku usaha yang ada juga
terlihat dari banyaknya produk yang dikeluarkan
mama-mama Papua. Tidak dapat dipungkiri bah-
wa produk olahan mama-mama Papua berperan
bagi pembangunan ekonomi di Papua.

Upgrading produk mama-mama Papua
dapat dioptimalkan melalui mandatory halal.
Sebab doktrin yang selama ini melekat dikalangan
pelaku usaha mama-mama Papua masih mengag-
gap bahwa sertifikasi halal hanya berlaku bagi
pemeluk muslim saja. Bahkan tidak heran jika
banyak dari mama-mama Papua yang asing
dengan kata “halal” terlebih lagi sertifikasi
“halal”. Meskipun dalam aturan yang berlaku
membatasi bahwa produk yang sudah jelas tidak
halal seperti produk olahan babi, dan sejenisnya,
namun harus tetap mencantumkan label “tidak
halal pada produknya”. Sehingga keadilan bagi
konsumen dan pelaku usaha semakin terlihat ter-
ang untuk membedakan kategori produk tersebut
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termasuk “halal” atau “non halal”.
3. Jald al-Maslahah

Mandatory halal memberikan jaminan
produk yang sehat dan terhindar dari unsur haram.
Jaminan kesehatan dapat dipastikan dengan adanya
label halal (Shofie, 2018). Tentunya keadilan bagi
konsumen dan pelaku usaha dapat tercapai melalui
mandatory halal. Dalam aspek konsumen, pemenu-
han perlindungan konsumen dan hak untuk
mendapatkan produk (barang/jasa) yang halal untuk
dikonsumsi dapat terpenuhi. Terlepas apakah kosu-
men tersebut muslim ataupun non mulsim, sebab
produk halal ditujukan bagi seluruh konsumen. Se-
lantunya dari segi higenisitas, keamanan bahan
olahan, tempat produksi dan aspek lainnya terjamin
dengan adanya sertifikasi halal. Hal inilah yang
menjadi target sasaran mandatory sertifikasi halal
di Papua. Urgensi mandatory halal di Papua ber-
tujuan untuk mengakomodir kepentingan dari se-
luruh konsumen di Indonesia yang menginginkan
produk khas Papua.

Proyeksi kedepannya, produk Papua yang
sudah bersertifikasi halal mampu menarik daya beli
konsumen karena sudah yakin dan tidak ragu untuk
membeli produk tersebut. Disisi lain, sebagai dae-
rah potensi wisata dengan banyaknya wisatawan
yang berkunjung di Papua tidak akan kesulitan un-
tuk mencari produk halal. Tanpa disadari produk
halal mampu menarik minat konsumen(Aprilia &
Priantina, 2022) yang akan berdampak pada kesta-
bilitasan perekonomian di Papua. Mandatory halal
di Papua mampu memberikan dalam sektor
perekonomian di Papua. Tentunya kemaslahatan
dari segi keamanan produk dan ketahanan
perekonomian bagi masyarakat dapat tercapai
dengan hadirnya mandatory halal di Papua.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami
bahwa fenomena mandatory halal di Papua jika di-
analisa lebih mendalam menggunakan pendekatan
magqasid syariah Imam Abu Zahrah menghasilkan
relevansi kebutuhan konsumen di Papua. Dari segi
magqasid syariahnya, mandatory halal memberikan
banyak pengaruh di berbagai sector. Berikut adalah
gambaran ilustrasi analisis magqasid syariah Imam
Abu Zahrah jika dikaitkan dengan fenomena ser-
tifkasi halal di Papua:

'

Gambar 4. Analisis Mandatory Halal Pendekatan
Magqasid Syariah Imam Abu Zahrah

Ilustrasi pada gambar 4 tersebut menejaskan
keselarasan secara hirarki eksistensi mandatory halal
di Papua. Secara konseptual tujuan utama yang hen-
dak dicapai maqasid syariah dari perspetif Imam Abu
Zahrah adalah mendidik individu. Dalam hal ini ber-
fokus mendidik pelaku usaha dan lembaga sertifikasi
halal sebagai dimenesi utama untuk meningkatkan
awareness terhadap pentingnya sertifikasi halal. Jika
fondasi utama tersebut dapat dibangun, implikasinya
dapat dilihat dari kuantitas pengajuan sertifikasi hal-
al. Tentunya indicator keberhasilannya dapat diukur
dari peredaran produk khas Papua yang tersertifikasi
halal. Apabila edukasi terhadap pelaku usaha dan
lembaga berhasil tercapai maka keadilan konsumen
untuk mendapatkan produk Papua yang halal dapat
direalisasikan. Menjadi sebuah hak bagi konsumen
untuk mendapatkan keamanan produk baik barang
atau jasa yang halal. Tujuan utama sertifikasi halal
sejatinya menyasar pemenuhan hak dari konsumen
tersebut. Tidak dapat dipungkiri mandatory halal
yang terjalin secara progressif di Papua mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua me-
lalui peningkatan perekonomian dari sektor industri
halal. Hal ini mengingat potensinya sangatah besar
terlebih di sektor pariwisata Papua yang terkenal di
manca negara.

KESIMPULAN

Mandatory halal telah ditetapkan oleh
pemerintah Indonesia. Hal tersebut menuntut seluruh
pelaku usaha di Indonesia terutama di Papua untuk
melakukan sertifikasi halal terhadap seluruh produk
usahanya. Mandatory halal memberikan jeratan
hukum bagi seluruh pelaku usaha untuk tunduk dan
patuh menjalankan amanat undang-undang. Secara
dimensi praktis, mandatory halal memberikan im-
plikasi positif bagi pelaku usaha di Papua untuk
memberikan layanan produk halal kepada konsumen.
Upaya tersebut selaras dengan perintah Allah SWT
kepada kepada manusia untuk mengkonsumsi ma-
kanan yang halal dan baik. Lebih kompleks jika
menggunakan analisis maqasid syariah menggunakan
perspektif Imam Abu Zahrah. Mandatory halal yang
berlaku mendidik pelaku usaha dan lembaga untuk
bersinergi meningkatkan kuantitas sertifikasi halal di
Papua. Hal ini akan berimplikasi terhadap pemeli-
haraan kebutuhan konsumen dan berdampak positif
terhadap perkembangan perekonomian di Papua.

Penelitian ini memberikan rekomendasi un-
tuk mendorong penerapan maqasid syariah Imam
Abu Zahrah terhadap fenomena mandatory halal di
Papua. Pertama, mengentaskan permasalahan yang
menjadi pemicu kurangya ketertarikan pelaku usaha
di Papua untuk mengurus sertifikasi halal. Kedua,
menguatkan internalisasi lembaga ditingkat Provinsi
dengan saling terintegrasi dengan satu tujuan mem-
berikan stimulus kepada pelaku usaha di Papua peri-
hal pentingnya sertifikasi halal. Ketiga, memasiftkan
pergerakan edukasi melalui sosialisasi terpusat
dengan target utama pelaku usaha yang dijalankan
oleh mama-mama Papua. Tentunya penelitian ini
mempunyai keterbatasan, terdiri dari pendekatan fe-
nomenologis yang digunakan masih bersifat obse-
vatori pasif, studi literatur dan dokumentasi. Hasil da-
ta yang intepretasikan hanya subjektif dari sudut pan-
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dang penuliti selama observasi. Penelitian mendatang
dapat menggunakan studi ekplorasi mendalam
dengan memperkaya sumber data dan mengukur
secara pasti dampak mandatory halal di Papua.
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